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Pendapatan Asli Desa 

• Dalam pelaksanaan APB Desa, Bendahara Desa menerima 

Pendapatan Asli Desa antara lain berupa berupa pendapatan 

sewa, pendapatan retribusi, pendapatan Bagi Hasil BUM Desa, 

pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat 

dan Pendapatan Asli Desa lainnya. 

 



Prosedur Penerimaan Pungutan dan Sewa Secara 

Tunai 



Prosedur penerimaan desa secara 

nontunai/transfer bank 



Prosedur penerimaan swadaya, partisipasi, dan 

gotong royong berupa barang dan jasa dari 

masyarakat 



Prosedur penerimaan swadaya, partisipasi, dan 

gotong royong berupa uang 



Pendapatan TransferDesa 

• Selain PADesa, desa juga menerima Pendapatan Transfer Desa 

yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan 

dana atau bantuan keuangan kepada desa berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. Dana transfer yang akan diberikan 

kepada desa telah tertuang dalam APBD 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dan 

diinformasikan kepada desa dalam waktu 10 hari setelah 

KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD 



Prosedur Penerimaan Pendapatan Transfer dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota 



Dana Desa 

• Tahap I bulan Maret sebesar60%. 

• Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan 

setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menerima dari bupati/walikota berupa: 

1.  Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun 

anggaranberjalan; 

2.  Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;dan 

3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan 

Dana Desa tahun anggaran se belumnya. 

 



Lanjutan 

• Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan 

setelah bupati/walikota menerima dari kepala desaberupa: 

1.  Peraturan Desa mengenai APBDesa;dan 

2.  Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran se 

belumnya dari kepala desa. 

 



Dana Desa Tahap II 

• Penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD 

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan 

realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana 

Desa tahap I dari bupati/walikota. Laporan realisasi 

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 

tahap I menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima 

puluhpersen). 

 



Pendapatan Transfer Desa 

Lainnya 
• Mekanisme penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap, dan 

ketentuannya diatur dalam peraturan bupati/walikota 

masing‐masing. Sedangkan mekanisme bantuan 

keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota dilakukan 

sesuai dengan peraturan kepala daerah pemberi bantuan 

keuangan kepada desa 



PELAKSANAAN BELANJADESA 

• Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD 

untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBDesa. 

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, Bendahara 

Desa melakukan pengeluaran belanja desa atas kegiatan 

dimaksud. Transaksi yang dilakukan misalnya pengeluaran 

belanja pegawai berupa pembayaran penghasilan tetap (yang 

dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa); pengeluaran belanja barang dan jasa 

berupa pembelian alat tuliskantor 

 



Penyusunan Rencana Anggaran 

Biaya(RAB) 

• Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, setelah APB Desa 

ditetapkan maka pelaksana kegiatan menyusun RAB terlebih 

dahulu. RAB tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh 

Sekretaris Desa untuk kemudian disahkan Kepala Desa. RAB 

kegiatan ini menjadi dasar bagi Pelaksana Kegiatan untuk 

melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja 

kegiatan. Berikut ini adalah alur persetujuan RAB. 

 



Alur Persetujuan RAB 



Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran(SPP) 

• Setelah RAB disetujui, maka langkah berikutnya dalah 

pengajuan dana melalui SPP. SPP merupakan dokumen yang 

berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja. SPP 

yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi terlebih 

dahulu oleh Sekretaris Desa (ordonator) untuk kemudian 

mendapat persetujuan dari Kepala Desa (otorisator). SPP 

sekaligus juga menjadi dasar perintah bagi Bendahara Desa 

dalam pembayaran atau pengesahan belanja(comptable). 

 



Verifikasi atas SPP yang dilakukan oleh Sekretaris 

Desa meliputi: 

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran 

diajukan oleh pelaksanakegiatan. 

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 

APB Desa yang tercantum dalam 

permintaanpembayaran 

3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatandimaksud. 

4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh 

pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi 

persyaratan yangditetapkan. 

 



Bendahara Desa melakukan pembayaran tanpa panjar (Definitif); dan 

pembayaran melalui panjar kepada PelaksanaKegiatan 

 



Terkait hal itu perlu dipahami beberapa 

istilah berikut ini. 

1. Uang Muka yaitu pemberian uang dalam rangka 

pembayaran sebagian atas PBJ kepada pihakketiga. 

2. Uang Panjar adalah uang yang diberikan kepada Pelaksana 

Kegiatan dalam rangka pelaksanaankegiatan. 

3. Uang Persediaan adalah uang yang diberikan khusus kepada 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Namun demikian khusus 

untuk desa istilah ini tidak digunakan dikarenakan tidak ada 

Bendahara Pembantu didesa. 

 



Pembayaran Tanpa Melalui 

Panjar(Definitif) 
• Mekanisme Pembayaran tanpa melalui panjar dilakukan atas 

pembayaran terhadap barang/jasa yang telah diterima 

terlebih dahulu. Dengan mekanisme ini, saat pengajuan SPP 

sudah dilampiri bukti‐bukti transaksi atas pembelian 

barang/jasa. Dengan demikian, SPP Definitif baru bisa diajukan 

setelah barang dan jasaditerima. 

 



Alur Pembayaran Tanpa 

Melalui Panjar (Definitif) 



Pembayaran Melalui SPP 

PanjarKegiatan 
• Berbeda dengan mekanisme SPP Definitif, SPP Panjar Kegiatan 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta uang dalam 

rangka akan melaksanakan kegiatan. Hal ini berarti belum ada 

barang/jasa yang diterima. Jika dibandingkan dengan mekanisme di 

pemerintah daerah, mekanisme ini seperti mekanisme pembayaran 

Tambahan Uang Persediaan(TU). 

•  Pengajuan SPP Panjar Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan dilampiri 

dengan 

1.  Pernyataan Tanggung JawabBelanja 

2.  Rencana Penggunaan Uang Panjarkegiatan. 

 



Alur Pelaksanaan Pembayaran 

Melalui Panjar 



PENYELENGGARAAN 

KEWAJIBANPERPAJAKAN 
• Atas transaksi keuangan yang wajib dikenakan pajak, 

Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan. Seluruh potongan/ pungutan pajak 

tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Negara sesuai 

ketentuan perpajakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan 

Bendahara Desa dimana jika tidak dilaksanakan maka terdapat 

sanksi dan akan menjadi permasalahan/ temuan bagi 

pemeriksa di kemudianhari. 

•  Transaksi keuangan yang dikenakan pajak antara lain terkait 

pembayaran belanja barang, belanja jasa, dan honor. 

Jenis‐jenis pajak yang dipungut oleh Bendahara Desa yaitu 

PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN serta bea 

materai. 

 



Pemungutan Pajak atas Belanja 

Barang 

 

PPN 

Tarif10% 

PPh Psl 22 

Dengan NPWP: Tarif 1, 

% 

PPN 

Tarif 10% 

Tidak dikenakan 

PPh dan PPN 

> Rp 2 Juta 1 Jt s.d 2 Jt s.d Rp 1 Juta 

Belanja Barang 



Pengenakan Pajak atas Belanja Jasa (PPh Pasal 23, Pasal 4 

ayat 2 dan PPN) 

• Terhadap pengadaan jasa (non fisik) misalnya sewa, 

penggunaan jasa perbaikan komputer, perbaikan AC, jasa biro 

iklan dikenakan pemotongan pajak PPh Pasal 23 dan PPN 

sesuai ketentuan. Jika jasa tersebut terkait konstruksi maka 

dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN sesuai ketentuan. Tidak 

ada batasan nilai untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. 

PPN dikenakan jika jasa tersebut masuk katagori Jasa Kena 

Pajak (JKP). Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan gambar 

skema pemotongan/pemungutan pajak di desa atas transaksi 

berupa jasa. 

 



Pemungutan Pajak atas Belanja 

Jasa 

 

PPN 

Jika diatas 1Juta 

Tarif 10% 

PPh Psl 23 

Dengan NPWP: Tarif 2% 

PPN 

Jika diatas 1Juta 

Tarif 10% 

PPh Pasal 4 (2) 

Tarifnya tergantung 

klasifikasi usaha 

Selain Konstruksi Konstruksi 

Belanja Jasa 



Pengenakan Pajak atas Belanja Imbalan 

Penghasilan (PPh Pasal 21) 

• Terhadap pemberian imbalan penghasilan kepada orang 

pribadi misalnya Siltap, tunjangan, honor kepada kepala desa, 

ketua DPD atau perangkat desa dikenakan pemotongan pajak 

PPh Pasal 21 tanpa ada PPN. Pengenaan PPh pasal 21 

tergantung dari status/kondisi penerima imbalan tersebut. JIka 

penerimanya adalah PNS maka dikenakan PPh Final. Jika 

bukan, maka dilihat besaran penghasilannya. PPh Pasal 21 

dikenakan atas penghasilan yang melebihi dari Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghitungan PPh pasal 21 juga 

dibedakan antara penghasilan tetap dan penghasilan tidak 

tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan gambar skema 

pemungutan pajak di desa atas transaksi pemberian 

imbalanpengahasilan. 

 





PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJDESA) 

• PBJ Desa sebagaimana diatur dalam pasal 105 PP Nomor 43 

Tahun 2014, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pengadaan 

barang dan jasa di desa, yang disusun dengan berpedoman 

pada ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. Ketentuan 

yang dimaksud adalah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 

2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

 



PELAKSANAAN 

PEMBIAYAANDESA 
• Pelaksanaan pembiayaan desa yaitu proses penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana yang telah 
tercantum dalam APBDesa. Pembiayaan desa meliputi 
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun‐tahun 
anggaran berikutnya. 

•  SiLPA desa tahun sebelumnya sebagai penerimaan 
pembiayaan, penggunaanya diatur dan disepakati dalam 
musyawarah desa. Begitu pun halnya dengan pengeluaran 
pembiayaan seperti penyertaan modal pemerintah desa atau 
pembentukan Dana Cadangan harus disepakati terlebih 
dahulu dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam 
Peraturan Desa. 
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Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan 

urutan sebagai berikut: 

1. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

(RAPB Desa) berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan dan 

menyampaikan kepada KepalaDesa; 

2. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.  

3. Rancangan Peraturan Desa tentang  APB  Desa  yang  telah  disepakati  

bersama  sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi; 

4. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

5. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaranberjalan 





Jadwal Penyusunan APB Desa 

Tahapan Waktu 

Penyampaian Pagu Indikatif oleh Pemerintah kab/kota 

ke Desa 

Bulan Juli 

Penetapan RKP Desa Akhir September 

Penyusunan Rancangan APB Desa Awal Oktober 

Penyepakatan bersama dengan BPD Akhir Oktober 

Penyampaian kepada bupati/walikota melalui camat Maksimum 3 hari kerja 

Proses evaluasi R‐APB Desa Maksimum 20 hari kerja 

Proses penyempurnaan Maksimum 7 hari kerja 

Penetapan APB Desa Maksimum 31 Desember 



Pendapatan Desa 

1. Pendapatan Asli Desa; 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DanaDesa); 

3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi DaerahKabupaten/Kota; 

4. Alokasi Dana Desa; 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBDKabupaten/Kota; 

6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari PihakKetiga; 

7. Lain‐lain Pendapatan Desa yangSah. 

 



Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan 

menurut kelompok terdiri dari: 

• Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

•  Transfer 

•  PendapatanLain‐Lain 

 



Pendapatan Transfer Desa 

– DanaDesa; 

– Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

dan RetribusiDaerah; 

– Alokasi Dana Desa(ADD); 

– Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi; 

– Bantuan Keuangan dari APBDKabupaten/Kota. 

 



Mekanisme Pengalokasian Dana Desa 



Alokasi DanaDesa 

• Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan 

yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling 

sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 



Bagi Hasil Pajak dan RetribusiDaerah 

• Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian 

dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota. 

 



Bantuan 

KeuanganProvinsi/Kabupaten/Kota 

• Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat 

memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari 

APBD provinsi/kabupaten/ kota kepada desa sesuai 

dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah 

yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan 

untuk percepatan pembangunan desa. 

 



Lain‐Lain Pendapatan Desa YangSah 

• Kelompok Lain‐Lain Pendapatan Desa yang Sah diantaranya 

berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat. Sumbangan tidak mengikat dapat berupa 

pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama 

dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi 

di desa. 

 



BelanjaDesa 

• Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa Belanja 

Desa dipergunakan dalam rangka mendanai 

penyelenggaraan kewenangan desa. 

 



Ketentuan Belanja Desa 

• Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

(4bidang). 

• Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk 4 item yaitu: 

– Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatdesa; 

– Operasional pemerintahdesa; 

– Tunjangan dan operasional Badan PermusyawaratanDesa; 

– Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan 

yang digunakan untuk operasional RT danRW. 

 



Kelompok Belanja 

• Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, 

kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut 

kelompok terdiri dari: 

–Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa; 

–Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa; 

–Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa; 

–Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;dan 

–Bidang Belanja TakTerduga. 

 



KODEREKENING 

• Tujuan pembakuan kode rekening adalah mengakomodasi 

proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerj 

1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

dilakukan secara proporsional, transparan danprofesional. 

2. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara 

lebihakuntabel. 

3. Laporan keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian 

anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja 

keuangan dalam laporankeuangan sedemikian rupa agar 

diperoleh 



Kode Rekening PendapatanDesa 

• Pengaturan kode rekening baru dilakukan untuk 
kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
sedangkan untuk kelompok aset, kewajiban, dan ekuitas 
belum ada regulasi yang mengatur secara definitif. Kode 
Rekening disajikan dengan menggunakan istilah level 
akun. Level akun yang dimaksud dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

• Level 1 : Kode Akun  

• Level 2 : Kode Kelompok 

•  Level 3 : KodeJenis 

• Level 4 : Kode Objek (bersifat tambahan dan akan 
diatur dalamPerkada) 

 



Kode Rekening PendapatanDesa 



Kode Rekening BelanjaDesa 



Kode Rekening PembiayaanDesa 



PERUBAHAN APBDESA 

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antar jenisbelanja; 

2. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahunberjalan 

3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam 
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau 

4. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial 
yangberkepanjangan; 

5. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan 
PemerintahDaerah. 

 



 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DESA 

 

 PASCASARJANA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
MEDAN 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

• Perencanaan pembangunan desa → proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan desa. 

• Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 

• Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa meliputi: 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun; dan 
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

 

 



 RPJM Desa memuat VISI dan MISI kepala desa, arah kebijakan 
pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 



 



 



 



 



 



•  
 
 
 
Aturan‐aturan yang perlu dicermati khususnya terkait pengeluaran atau 
belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa (Pasal 100 PP Nomor 43 
Tahun 2014 jo PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
UU Desa): 
1. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan 
ketentuan paling sedikit 70% dari APB Desa untuk 4 bidang. 
2. Paling banyak 30% untuk 4 item belanja. 
3. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan namun 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
  
 
  
 
 
 



 Prioritas penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, 
meliputi: 

 

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau 
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan 
pangan dan permukiman; 

2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
 dan prasarana kesehatan masyarakat; 

3.  Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; 

4.  Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan 
dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; 
dan/atau 

5. Pembangunan dan pengembangan sarana‐prasarana energi 
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 

 



 Perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa dengan 
mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan desa, meliputi: 

 

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 
pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk 
pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa; 

2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan 
prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan 
kesehatan masyarakat desauntuk mengembangkan potensi dan 
kapasitas masyarakat desa; dan 

3. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada 
perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa 
desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna 
dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. 

 



 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan 
kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan 
pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan 
desa, antara lain: 

 

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat‐ 
alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; 

2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa 
Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; 

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa; 

4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum 
masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (Community Centre); 

5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk 
peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau 
keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa; 

6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai 
kemasyarakatan; 

7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian 
lingkungan hidup; dan/atau bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

 

 



 Perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan 
tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan 
desa, yaitu: 

 

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan 
kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau 
akses kehidupan masyarakat desa; 

2. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau 
proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan 
atau akses modal/fasilitas keuangan; 

3. Desa maju dan/atau mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung 
ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya 
sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan 
potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara 
berkelanjutan. 

 

 



 Keluaran dari pelaksanakan Musyawarah Desa untuk 
penyusunan RKP Desa adalah dokumen perencanaan 
RKPDesa.  

 

 Pada Musyawarah Desa tersebut, diharapkan seluruh 
informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan 
keputusan Perencanaan Pembangunan Desa seperti 
informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 
Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, 
Program/Proyek masuk Desa, Bantuan Keuangan 
Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan Desa 
dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota kepada desa‐desa di 
wilayah masing‐masing. 

 


